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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

tentang bagaimana kapabilitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di 

Desa Kemuningsari Lor, Kecamatan Panti- Kabupaten Jember.Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian 

yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang 

terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Kapabilitas pemerintah desa Kemuningsari Lor dalam melakukan penyusunan rencana 

pembangunan melalui tahapan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa. Definisi Kapabilitas 

menurut Amir (2011:86) menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi 

secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun didalam organisasi, serta potensi 

diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Kapabilitas 

Pemerintah Desa dalam Perencanaan RPJMDesa dalam penelitian ini sudah mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 angka 10. 

Kapabilitas Pemerintahan Desa di Desa Kemuningsari Lor dalam Perencanaan RKPDesa 

Pemerintah desa melalui Tim Penyusun RKPDesa dalam melaksanakan kegiatan 

penyusunannnya telah memiliki kapabilitas teknokrasi dan kapabilitas analisis. Hal ini 

berguna untuk menghasilkan Draft Rancangan RKPDesa yang berkualitas.  

Kata Kunci: Kapabilitas, Pemerintah Desa, Perencanaan Pembangunan Desa  
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Latar Belakang 

Mengacu pada semangat Undang Undang Desa dan Permendagri No. 114 tahun 

2014 diatas, maka sesungguhnya pengertian pemerintah desa sejatinya harus dipahami 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa. 

Adapun tujuan pengaturan desa sebagaimana ditegaskan pada pasal 4 UU Desa 

merupakan indikator terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Misalnya saja, sulit 

membayangkan kesejahteraan warga desa dapat tercapai tanpa adanya peningkatan 

pelayanan publik dari aparatur desa. Maka pelayanan publik yang baik dan good 

governance perlu direalisasikan.  

Dalam UU Desa, pengaturan desa memiliki 13 prinsip atau asas yang harus 

dijadikan perhatian oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan pengaturan desa. 

Sejatinya prinsip atau asas ini lebih dikedepankan para pengambil kebijakan ketika hendak 

merumuskan regulasi di bawah UU Desa. Pada pasal 3 UU Desa ditentukan bahwa 

pengaturan desa berasaskan: Rekognisi; Subsidiaritas; Keberagaman; Kebersamaan; 

Kegotongroyongan; Kekeluargaan; Musyawarah; Demokrasi; Kemandirian; Partisipasi; 

Kesetaraan; Pemberdayaan; Keberlanjutan. 

Pada pasal 79 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan 

pembangunan desa secara berjangka, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa 

(RKPDesa) untuk jangka wuktu 1 (satu) tahun. RPJMDesa adalah dokumen perencanaan 

yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan 

umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan 

misi Kepala Desa yang telah terlantik dan RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum 

peraturan desa (Pristiyanto D, 2015).   
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Sejak diimplementasikan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 di era 

pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai tahun 2015, maka selama 4,5 tahunan 

Pemerintahan Desa di Indonesia telah menjalankan perencanaan pembangunan desa yang 

berpedoman pada Permendagri nomor 114 tahun 2014. Jika ditambah dengan perencanaan 

pembangunan jangka panjangnya maka pemerintah desa sebanyak 6 kali telah merumuskan 

perencanaan pembangunannya dengan semangat otonomi desa. Selama itu pula bisa 

dikatakan pemerintah desa telah memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan arah 

pembangunan desanya yang berskala desa tanpa ada intervensi dari supra desa manapun. 

Namun demikian pengalaman Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan desa tersebut kapabilitasnya masih banyak pihak yang meragukannya. Hal 

ini berdasar laporan beberapa pendamping desa di Kabupaten Jember, menyebutkan bahwa 

dokumen RPJMDes yang dibuat oleh Pemerintah Desa tidak dilakukan melalui tahapan 

proses penyusunan RPJMDes sesuai dengan Permendagri No. 114 tahun 2014, tetapi 

dokumen RPJMdes tersebut keberadaannya disinyalir hanya untuk memenuhi formalitas 

belaka. Begitu pula dengan dokumen RKPDes yang sudah rutin dibuat setiap tahun sebagai 

acuan pelaksanaan pembangunan Desa. Pada tahapan alur penyusunan dan kerja 

penyusunannya sering kali pemerintah desa menganggapnya sebatas prosedural untuk 

menghasilkan dokumen persyaratan proposal pengajuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 

semata. Sedangkan proses riel dan substantif dari mekanisme perencanaan pembangunan 

desa cenderung diabaikan.  

Sementara itu komitmen pemerintah pusat untuk membangun desa sesungguhnya 

sudah sangat kuat. Namun demikian, dalam perkembangannya pasca diberlakukannya UU 

Desa berbagai persoalan kerap terjadi. Selain persoalan regulasi horisontal dan vertikal 

yang tidak harmonis dan tidak sinkron satu dengan lainnya, masalah kapabilitas pemerintah 

desa dalam mengatur otonomi desanya, lemahnya kapasitas SDM perangkat desa, 

pengelolaan dana desa yang malah merugikan pihak desa, telah mewarnai perjalanan 

pelaksanaan UU Desa dalam 4,5 tahun terakhir ini. 

Dengan semangat otonomi desa diharapkan Pemerintah Desa mampu memajukan 

dan memakmurkan desanya berlandaskan pada UU No.6 tahun 2014, dimana pada 
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dasarnya peraturan perundangan tersebut mendorong pemerintahan desa mampu 

melaksanakan kewenangan desa dengan dasar kewenangan pada hak asal usul desa dan 

kewenangan lokal desa dalam mengurus serta menata rumah tangga yang ada di desa. Oleh 

karena itu, kunci sukses membangun desa adalah kapabilitas pemerintah desa dalam 

membuat perencanaan pembangunan desa harus benar benar sesuai dengan semangat 

Permendagri nomer 114 tahun 2014.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis merasa 

perlu untuk meneliti tentang kapabilitas pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan 

pembangunan desa. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul: 

Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. (Studi Kasus di Desa 

Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember-Jawa Timur).  

Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Kondisi Geografis  

Secara umum letak gografis Desa Kemuningsari Lor terletak pada wilayah dataran 

tinggi yang luas dan merupakan lembah yang subur. Secara umum batas – batas 

administrasi Desa Kemuningsari Lor meliputi: 

a. Utara   : Desa Pakis Kecamatan Panti  

b. Timur   : Desa Glagah Wero Kecamatan Panti 

c. Selatan  : Desa Jubung Kecamatan Sukorambi 

d. Barat   : Desa Badean Kecamatan Bangsalsari 

Desa Kemuningsari Lor memiliki luas wilayah 500.162.0 Ha. Dari segi topografi, 

Desa Kemuningsari Lor berada pada bagian barat Wilayah Kabupaten Jember yang 

merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan. 

Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan: 

Perkampungan  :  54.215 ha 
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Sawah  :  358 ha 

Rawa  :  - ha 

Semak / Padang Rumput  :  - ha 

Tanah Tegalan  : 47.363 ha 

Lain – lain  :   41.969 ha 

Selain itu Desa Kemuningsari Lor memiliki wilayah berupa dusun yakni: 

▪ Dusun Krajan    

▪ Dusun Sumbersari 

▪ Dusun Kemuninglor 

Demografis  

Secara umum Desa Kemuningsari Lor mayoritas penduduknya merupakan 

penduduk asli dan sisanya sebagaian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari 

penyebaran suku bangsa penduduk Desa Kemuningsari Lor terdapat dua suku Jawa dan 

Madura dan sebagian kecil suku yang lain. 

Sesuai dengan pemutakhiran data penduduk tahun 2017 jumlah penduduk Desa 

sebesar 6.440 jiwa yang terdiri dari: 

           Laki – Laki : 3.165 Jiwa 

           Perempuan : 3.275 Jiwa 

Kondisi Ekonomi  

Desa Kemuningsari Lor dikenal sebagai desa agraris, memiliki potensi alam yang 

cukup prospektif bagi pengembangan perekonomian wilayah ditingkat desa. Sesuai dengan 

potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Kemuningsari Lor masih 

mengandalkan pada sector pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian 
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wilayah. Pertanian sebagai sector unggul sampai saat ini masih memiliki peran yang 

dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai: penyedia bahan 

pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta 

penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. 

Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah 

dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi: Padi, jagung, 

kedelai, kacang panjang, jeruk, palawija lainnya. 

Kapabilitas Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa  

(Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember) 

Kapabilitas dalam Perencanaan RPJMDesa 

Sesuai dengan Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan 

desa menyebutkan bahwa Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tinggi di desa 

mempunyai kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan RPJM Desa setelah ia 

dilantik menjadi Kepala Desa. Pemerintahan desa Kemuningsari Lor dalam 

menyelenggaran Musdes pembentukan Tim Penyusun RPJMdesa sudah mengacu pada 

Permendagri 114 pada Paragraf 2 Pasal 31 yang menyebutkan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka 

penyusunan rencana pembangunan Desa. Setelah Kepala Desa dilantik secara resmi maka 

dengan segera Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa berjumlah paling 

sedikit 7 (tujuh) orang dan  paling  banyak  11  (sebelas)  orang.   

Berdasarkan dokumen susunan anggota Tim  Penyusun RPJM Desa Kemuningsari 

Lor telah disahkan dengan Keputusan Kepala Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penetapan Tim Penyusun sudah sesuai dengan Lampiran ke-2 pada Permendagri nomor 114 

tahun 2014 mengenai formulir SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa. 

Adapun struktur Tim Penyusun RPJMDesa Desa Kemuningsari Lor sebagai berikut:  

1. Kepala Desa ( Pembina).  

2. Sekretaris Desa (ketua). 
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3. Ketua LPM (Sekretaris) 

4. 3 Anggota (Perangkat Desa) 

5. 2 Anggota (Kader  pemberdayaan  masyarakat  desa) 

6. 1 Anggota (Tokoh Masyarakat) 

Dalam hal penyelarasan arah  Kebijakan  Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten, 

menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 32, maka Tim  penyusun  RPJM  Desa 

Kemuningsari Lor dalam menyelaraskan  arah  kebijakan  pembangunan kabupaten Jember 

adalah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan 

pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan itu   dilakukan  dengan  mengikuti  

sosialisasi  dan /atau  mendapatkan  informasi tentang arah kebijakan pembangunan 

kabupaten /kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-

kurangnya meliputi: (1). Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. 

(2) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. (3) Rencana umum tata ruang wilayah 

kabupaten/kota. (4) Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota. (5)    Rencana 

pembangunan kawasan perdesaan. 

Pemerintah Desa Kemuningsari Lor melalui Tim Penyusunnya dalam melakukan 

penyelarasan RPJMDesanya dengan kebijakan pemerintah kabupaten Jember bisa 

disimpulkan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 32. Selain 

melakukan penyelarasan dengan program pemerintah Kabupaten Jember maupun provinsi 

Jawa Timur, Tim Penyusun RPJMDesa selanjutnya mengelompokkan kedalam bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa Kemuningsari Lor tahun periode 2014-2020 dan 

kemudian dijadikan lampiran hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, kemudian penulis melakukan 

pengamatan pada dokumen-dokumen hasil kegiatan penggalian gagasan masyarakat yang 

telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun, maka dapat ditegaskan bahwa kapabilitas Tim 

Penyusun dalam mendampingi masyarakat dusun telah dilakukan dengan sistematis, 

terarah, dan tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan alat bantu berupa sketsa desa,  
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kalender  musim dan  bagan  kelembagaan  desa  sebagai  alat  kerja untuk menggali 

gagasan masyarakat dusun.  

Dalam hal penetapan RPJM Desa melalui Musrenbangdesa maka akan 

menghasilkan kesepakatan dan kemungkinan usulan perbaikan rancangan RPJM Desa, oleh 

karena itu, pada saat Musrengbangdesa, menurut Sekretaris Tim Penyusun, Kepala Desa 

bertindak menjadi pengarah bagi Tim Penyusun RPJM Desa dalam proses perbaikan 

dokumen rancangan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa inilah yang menjadi lampiran 

rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. RPJM Desa disahkan dengan peraturan desa 

yang dirancang oleh Kepala Desa. Rancangan  peraturan  desa  tentang  RPJM  Desa  itu  

kemudian  dibahas  dan disepakati Kepala Desa bersama BPD untuk ditetapkan menjadi 

Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Dengan demikian tahapan final penyusunan 

RPJMDesa ini menunjukkan kapabilitas pemerintah desa Kemuningsari Lor dalam 

penetapan RPJMDesa melalui Musrenbangdesa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 

114 tahun 2014. 

 

Kapabilitas dalam Perencanaan RKPDesa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, Pemerintah 

desa memiliki kewajiban menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa. RKP 

Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah 

kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap 

tahun berjalan. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun 

berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September 

tahun berjalan. 

Berdasarkan dokumen yang ada, susunan anggota Tim Penyusun RKPDesa 

Kemuningsari Lor yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Desa, cukup memiliki 

kapabilitas sebagai Tim Penyusun dan sudah sesuai dengan yang termaktub dalam lampiran 
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ke-2 Permendagri nomor 114 tahun 2014 mengenai formulir SK Kepala Desa tentang Tim 

Penyusun RKPDesa. 

Selain membentuk Tim Penyusun, Musyawarah Desa atau Musdes juga membentuk 

Tim Verifikasi. Apa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa dengan membentuk Tim 

Verifikasi tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 22 bahwa 

pemerintah desa dapat membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian 

yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan 

kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. 

Berita Acara (BA) menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.  

hasil pengamatan penulis atas dokumen dokumen yang dihasilkan oleh Tim 

Penyusun dalam menyusun draft rancangan RKPDesa Kemuningsari Lor, maka dapat 

disimpulkan bahwa Kapabilitas Pemerintah Desa dalam merancang dokumen RKPDesa 

telah sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014.  

Selanjutnya Tim Penyusun RKPdesa melaporkan hasil kerjanya berupa draft 

rancangan RKPdesa kepada Kepala  Desa Kemuningsari Lor guna dijadikan bahan 

pembahasan perancangan RKPdesa dalam Musyawarah Desa. Kemudian oleh Kepala Desa 

disampaikan kepada  BPD untuk diagendakan penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang 

penyusunan RKPDesa tahun anggaran 2018-2019.  

Dalam hal penetapan RKPDesa melalui Musrenbangdesa maka akan menghasilkan 

kesepakatan dan kemungkinan usulan perbaikan rancangan RKDesa, oleh karena itu, pada 

saat Musrengbangdesa Kepala Desa bertindak menjadi pengarah bagi proses perbaikan 

rancangan dokumen RKPDesa. Selanjutnya Pemerintah Desa menyusun Rancangan DU 

RKPDesa terhadap usulan prioritas program pembangunan Desa dan pembangunan 

kawasan perdesaan kepada pemerintah daerah kabupaten Jember. Dengan demkikian pada 

tahap penetapan RKPDesa tersebut, bisa disimpulkan bahwa kapabilitas pemerintah desa 

dalam melaksanakan prosedur penetapan telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh 

Permendagri Nomor 114 tahun 2014. 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Kapabilitas 

Pemerintah Desa dalam Perencanaan Desa di Desa Kemuningsarisari Lor, kecamatan Panti, 

Kabupaten Jember, maka   peneliti   memberikan simpulan sebagai berikut: 

Sebelum membentuk Tim Penyusun, kepala Desa Kemuningsari Lor dalam 

mengawali pelaksanaan penyusunan RPJMDesanya melibatkan BPD sebagai 

penyelenggara Musyawarah Desa, hal ini sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 angka 10 bahwa yang dimaksud 

perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur 

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 

Terkait proses pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa di Desa Kemuningsari Lor, 

kapabilitas pemerintahan desa Kemuningsari Lor dalam menyelenggaran Musdes 

pembentukan Tim Penyusun RPJMdesa sudah mengacu pada Permendagri 114 pada 

Paragraf 2 Pasal 31. Kemudian Tim Penyusun ditetapkan dengan SK Kepala Desa. 

Mengenai ketepatan waktu penyelesaian penyusunan dokumen RPJMdesa, 

kapabilitas pemerintah desa kemuningsari Lor bisa disimpulkan masih lemah, dikarenakan 

RPJMdesa Kemuningsari Lor dalam proses penyusunannnya terlambat satu bulan. 

Sedangkan terkait dengan penyelarasan dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan 

Kabupaten Jember, Tim Penyusun telah 2 kali mengikuti sosialisasi dari pemerintah 

Kabupaten dan Kecamatan Panti. 

Dalam melakukan penyelarasan, Tim  penyusun  RPJM  Desa Kemuningsari Lor 

dalam menyelaraskan  arah  kebijakan  pembangunan kabupaten Jember bertujuan 

mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan 

desa. Terjadinya revisi pada RPJMDesa Kemuningsari Lor untuk disesuaikan dengan 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember bukan bermaksud sebagai tindakan perubahan 
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mendasar pada dokumen RPJMDesa sehingga hal ini tidak melanggar Permendagri No. 

114/2014. Dengan demikian, kapabilitas pemerintah Desa Kemuningsari Lor melalui Tim 

Penyusunnya dalam melakukan penyelarasan RPJMDesanya dengan kebijakan pemerintah 

kabupaten Jember bisa disimpulkan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 

2014 pasal 32.   

Tim Penyusun RPJMDesanya dalam melakukan PKD atau Pengkajian Keadaan 

Desa sudah mengacu pada format penyelarasan data desa sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Permendagri No 114/2014. Isian yang tertulis dalam dokumen penyelarasan data 

desa Kemuningsari Lor telah dilakukan melalui kegiatan  pengambilan data dari dokumen 

data desa pemerintah desa sebelumnya dan membandingkan dengan data desa dengan 

kondisi desa terkini 

Dalam hal penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun atau 

Musdus Tim penyusun melakukan untuk menemu-kenali potensi dan peluang  

pendayagunaan sumber daya desa, serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi desa. 

Kemudian, hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan 

usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian 

bisa disimpulkan bahwa kapabilitas pemerintah desa melalui tim penyusunnya dalam 

melakukan penggalian gagasan masyarakat memiliki tujuan yang sudah sesuai dengan 

Permendagri Nomor 114 tahun 2014. Dengan demikian kapabilitas pemerintah desa dalam 

melakukan penggalian gagasan masyarakat melalui Musdus di Dusun Krajan telah 

dilakukan  secara  partisipatif  dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa yakni 

antara lain: tokoh agama, Tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok 

perajin,  kelompok perempuan, kelompok-kelompok  masyarakat  lain  sesuai  dengan  

kondisi  sosial budaya masyarakat desa Kemuningsari Lor. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan pada dokumen-dokumen hasil 

kegiatan penggalian gagasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun, 

maka dapat ditegaskan bahwa kapabilitas Tim Penyusun dalam mendampingi masyarakat 

dusun telah dilakukan dengan sistematis, terarah, dan tidak mengalami kesulitan dalam 
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menggunakan alat bantu berupa sketsa desa,  kalender musim dan bagan kelembagaan desa 

sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat dusun.  

Begitu juga dengan kapabilitas pemerintah desa melalui Tim Penyusunnya dalam 

melaksanakan rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa telah sesuai dengan Permendagri 

No. 114 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Tim Penyusun RPJM Desa menyusun 

laporan hasil pengkajian keadaan desa dimana laporan hasil pengkajiannya dituangkan 

dalam berita acara.  

Kapabilitas pemerintah desa dalam hal sistematika penyusunan dokumen RPJMdesa 

sudah  sesuai dengan Permendagri No. 114/2014 bahwa Kepala Desa berwenang 

memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM 

Desa. Apabila Kepala Desa belum menyetujui rancangan  RPJM  Desa  maka  Tim  

Penyusun  RPJM  Desa  harus  melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa. Jika 

rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan 

musrenbang desa. 

Dalam hal penetapan RPJM Desa melalui Musrenbangdesa maka akan 

menghasilkan kesepakatan dan kemungkinan usulan perbaikan rancangan RPJM Desa, oleh 

karena itu, pada saat Musrengbangdesa, menurut Sekretaris Tim Penyusun, Kepala Desa 

bertindak menjadi pengarah bagi Tim Penyusun RPJM Desa dalam proses perbaikan 

dokumen rancangan RPJM Desa. 
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